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Kepada Yth.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan

Di-

Painan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Pesisir Selatan, bersama ini kami sampaikan
Laporan Kegiatan Triwulan I dan II Tahun 2026 yang mencakup pelaksanaan kegiatan
selama bulan Januari sampai dengan Juni 2026.

Laporan tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan pengawasan Ormas serta sebagai bahan evaluasi dan
dokumentasi pelaksanaan tugas pada periode dimaksud.

Demikian surat pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan petunjuk Bapak,
kami ucapkan terima kasih.
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| LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN I
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORMAS/LSM

DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Bulan Januari /d Maret Tahun 2026

1. Pendahaloan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada Badan
Messtuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu komponen
Pemerimizh Dacrah yang memiliki peranan penting dalam membina dan memantau
Leheradasn Organisasi Kemasyarakatan/LSM di Kabupaten Pesisir Selatan.

hoheradaan Orgamisasi Kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Berdasarkan data
Kementernian Dalam Negeri menunjukkan tahun 2019 saja tercatat 431.465 dan pada tahun
2018 Orgamisasi Kemasy arakatan/l.SM, sementara yang telah mendaftarkan keberadaannya
kepads Pemerintah melalui Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam
Negen stay melalul K emenkumham berjumlah 404.379 Organisasi Kemasyarakatan/LSM.,

schash angha yang jika dibandingkan dengan jumlah Organisasi tersebut pada masa 32 tahun

pernerintahan Orde Baru.

Schubungan dengan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
e ladu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan monitoring dan Pembinaan
terhadap peogurus Organisasi Kemasyarakatan/LSM dalam bentuk Rapat Koordinasi dan

tatap miha

11 Dasar

Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
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I1L. Pelaksanaan

ngﬁmzan d;n %’engawasan dilz.ik.sanakan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan
yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, pada semester 1 s.d Bulan Maret Tahun 2026, di

antaranya ;
1. Memberikan Pembinaan secara tat
] ¢ ap muka kepada pe
keberadaannya. P pada pengurus Ormas yang melaporkan

2 ke :
2. Melakukan Pepgawargm ke setiap Kecamatan tentang keberadaan Ormas/LSM yang
melakukan aktifitas di masing-masing Kecamatan.

1V. Maksud

I\:(aksud dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi
Kemasyarakatan adalah supaya Ormas/LSM dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di

sesuaikan dengan Ad/Art serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

V. Tujuan

édapun tujuan dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi
Kemasyarakatan/LSM adalah dalam rangka pendataan serta memberikan pemahaman dan
pengetahuan kepada para pengelola atau pengurus Organisasi Kemasyarakatan agar lebih

memahami tugas, pokok dan fungsi sebuah Ormas.

V1. Hasil

Hasil yang diharapkan dari Kegiata
Kemasyarakatan ~adalah untuk  meningkatkan
Kemasyarakatan/LSM tentang peran dan fungsi Organisasi
dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perun
maka diperoleh jumlah Ormas di Pesisir Selatan pada Triwulan

sebanyak 42 sebagai berikut :
hun 2022 sebanyak 17 Ormas (status aktif)

Ormas yang mendaftar ta
Ormas yang mendaftar tahun 2023 sebanyak 5 Ormas (status aktif)
Ormas yang mendaftar tahun 2024 sebanyak 6 Ormas (status aktif)

Ormas yang mendaftar tahun 2025 sebanyak 13 Ormas (status aktif)
Ormas yang mendaftar tahun 2026 sebanyak 1 Ormas (status aktif)

n Pembinaan dan Pengawasan Organisasi
pemahaman  pengurus Organisasi
Kemasyarakatan/LSM sehingga
dang-undangan yang berlaku
[ selama tahun 2022 s/d 2026

R
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VIL Laporan Keuangan
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VIII. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan/L.SM secara
tidak langsung kepada Pemerintah Daerah untuk mengetahui dan mengontrol gerakan
kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di

Kabupaten Pesisir Selatan.

wasan terhadap Organisasi

b. Dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penga
an mengetahui peran serta

K emasyarakatan, maka pengurus Organisasi Kemasyarakatan ak
fungsi Organisasi Kemasyarakatan.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
‘ Kabupaten Pesisir Selatan agar selalu melakukan pembinaan dan pemantauan tentang
Organisasi Masyarakat baik yang terdafiar maupun yang tidak terdafiar.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

b. P
c(!)lll.lgaar:;)s:;;] n‘f;g‘f‘pj:‘?;:kﬁ::?mgnang mila]lkl(likan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan
‘ nya sekali dalam setahun dan diharapka hami
sertanya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. poA—

¢ ‘l(t::;l; t:;e}:ﬁngkatkan kapasitas - program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi
. Syarakatan maka diperlukan Penambahan dana pendukung untuk melakukan
embinaan dan Pengawasan Ormas tahun 2026

X. Penutup

Demikian disampaikan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima kasih.

Painan, 31 Maret 2026

Diketahui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
ool dan Politik

\

PPTK
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»

Ns. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep.s ML.AP.
0807 200212 2 003
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LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN II
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORMAS
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Bulan April s/d Juni Tahun 2026

I. Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu komponen
Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam membina dan memantau
keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini telah menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan setidaknya dari sisi kuantitas. Berdasarkan data
Kementerian Dalam Negeri menunjukkan tahun 2019 saja tercatat 431.465 dan pada tahun
2018 Organisasi Kemasyarakatan, sementara yang telah mendaftarkan keberadaannya kepada
Pemerintah melalui Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau
melalui Kemenkumham berjumlah 404.379 Organisasi Kemasyarakatan, sebuah angka yang
jika dibandingkan dengan jumlah Organisasi tersebut pada masa 32 tahun pemerintahan Orde

Baru.
Sehubungan dengan kondisi tersebut maka pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan monitoring dan Pembinaan
terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan tatap

muka.

11. Dasar

nesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan
Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas
3 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi

1. Undang-Undang Republik Indo
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang-Undang Nomor 17 tahun 201

Undang-Undang; -
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 tahun tentang Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah; _
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2017 Tentang
Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem I nformasi Organisasi Kemqsyarakatan;
4. Program Kerja Bagian dari Badan Kesbangpol Daerah Kab. Pesisir Selatan
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I Pelaksanaan

Pembi . ;
y;g;b;?izag‘ ga';) P engawasan dilaksanakan terhadap pengurus Organisasi Kemasyarakatan
i Kabupaten Pesisir Selatan, pada Triwulan 11 Bulan April 5.d Juni Tahun 2026, di

antaranya :
I. Memberikan Pembinaan secara tatap muka kepada pengurus Ormas yang melaporkan
keberadaannya.

2. Melakukan Pe.ngawasan ke setiap Kecamatan tentang keberadaan Ormas yang
melakukan aktifitas di masing-masing Kecamatan.

IV. Maksud

V., Tujuan

V1. Hasil

terhadap Organisasi

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
-hari di sesuaikan

Kemasyarakatan adalah supaya Ormas dalam melaksanakan aktifitas sehari
dengan Ad/Art serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

an Pengawasan terhadap Organisasi

n serta memberikan pemahaman dan

Adapun tujuan dari Kegiatan Pembinaan d
yarakatan agar lebih

Kemasyarakatan adalah dalam rangka pendataa
pengetahuan kepada para pengelola atau pengurus Organisasi Kemas

memahami tugas, pokok dan fungsi sebuah Ormas.

n dari Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi
pemahaman  pengurus Organisasi
Kemasyarakatan tentang peran dan fungsi Organisasi Kemasyarakatan sehingga dalam
melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka
diperoleh jumlah Ormas di Pesisir Selatan pada Triwulan II selama tahun 2022 s/d 2026

sebanyak 44 sebagai berikut : .
1. Ormas yang mendaftar tahun 2022 sebanyak 17 Ormas (status aktlf)
2. Ormas yang mendaftar tahun 2023 sebanyak 5 Ormas (status akt!f)

3. Ormas yang mendaftar tahun 2024 sebanyak 6 Ormas (status aktlf?

r3 ak 13 Ormas (status aktif)

: 3

Hasil yang diharapka
Kemasyarakatan ~ adalah untuk  meningkatkan

Ormas yang mendaftar tahun 2025 sebany _
Ormas yang mendaftar tahun 2026 sebanyak 3 Ormas (status aktif)
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VIL Laporan Keuangan
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VIIL Kesimpulan

Dan uraian di atas dapat dissmpulkan sebagar berikut

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Orgamsasi Kemasyarakalan secara tidak
Pemerintah Dacrah untuk mengetahui dan mengontrol gerakan kegeatan

langsung kepada

dan aktivitas yang

b. Dengan adanya

Kemasyarakatan, maka pengurus

—
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dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten

pelaksanaan Kegiatan Pembmaan dan Pengawasan terhadap Organisasi

fungsi Organisasi Kemasyarakatan

IX. Saran

Organisasi Kemasyarakatan akan mengetahus peran serta

a. Pemerinah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

M-ninh&mm&hmmtﬁ&tudnh

Organisas)
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b Orgamisasi Kemasyarnkatan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Pesisir Selatan
diharapkan melaporkan kegiatannya sekali dalam setahun dan diharapkan memaham peran

sertanya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan
¢. Untuk memngkatkan kapasitas program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi
kemasyarakatan maka diperlukan Penambahan dana pendukung untuk melakukan

Pembinaan dan Pengawasan Ormas tahun 2026

X. Penutup
Demikian disampaikan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan Bapak, terima kasih

Pamman. 30 Jum 2026

PPTK

Diketahui
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik

Ns. ADEK IMELDA SYAM., S Kep., MLAP.
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